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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap Puji dan Syukur berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Ketapang tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014  

Tentang System Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan sesuai dengan  PERMENPAN Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja, yang menyebutkan bahwa Laporan Kinerja (LKjIP) merupakan 

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi 

pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan 

kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil 

analisis terhadap pengukuran kinerja.  

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang tahun 2020 merupakan laporan kinerja tahunan yang memuat 

program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang 

mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021. dimaksudkan sebagai wujud 

pertanggungjawaban dan merupakan salah satu media untuk memberikan informasi mengenai 

pencapaian tujuan dan sasaran kinerja. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan Pemerintahan lebih 

berhasil guna, dan berdaya guna, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya 

transparansi keuangan terhadap publik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan 

gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Ketapang juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju 

terwujudnya akuntabilitas keuangan Daerah yang berkualitas.  

Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan 

pada penetapan indicator kinerja dengan hasil yang dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang selama melaksanakan kegiatan kepemerintahan tahun 2020. 

Dengan demikian melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat tersajikan data/ informasi 

seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kerja Utama (IKU) Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang secara efektif dan efisien dalam 

pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten ketapang dalam maksud capaian dalam tujuan dan 

sasaran kinerja. 

https://drive.google.com/file/d/0B2vvBcx-oAyeSnBUQ09HSUtnZWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2vvBcx-oAyeSnBUQ09HSUtnZWc/view?usp=sharing
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik good governance adalah 

akuntabilitas, dimana good governance  merupakan salah satu wujud komitmen Organisasi 

Perangkat Daerah dalam mempertanggung jawabkan Pengelolaan dan Pengendalian 

Sumber Daya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun. Dengan kondisi ini diharapkan 

pelaksanaan Pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, sejalan dengan tujuan 

yang hendak dicapai.  

Kebijakan dan kewenangannya dipertanggungjawabkan sebagai bentuk upaya 

transparansi terhadap publik sebagaimana diamanatkan UUD 1945 yang ditegasakan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014  Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi 

Pemerintah dan sesuai dengan  PERMENPAN Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Laporan 

Kinerja, yang menyebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan 

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap 

instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. 

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintahan, yang selanjutnyadisebut 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen pertanggung jawaban atas 

pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada 

rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) 

SKPD. Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu ditetapkan pula 

tujuan, sasaran, pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara 

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) mempunyai fungsi penting dalam Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran 

strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis 

ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.  

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang Tahun 2020 adalah wujud 

pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Ketapang atas keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya mencapai visi dan 

misi yang telah ditetapkan serta untuk memberikan umpan balik yang dapat dimanfaatkan 

bagi peningkatan kinerja dan pengambilan keputusan. 

https://drive.google.com/file/d/0B2vvBcx-oAyeSnBUQ09HSUtnZWc/view?usp=sharing
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Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan 

Dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2020 diharapkan dapat:  

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang 

telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 

Kabupaten Ketapang.  

2. Mendorong Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Kabupaten Ketapang di dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada 

peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat. 

3. Sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan kinerjanya.  

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Ketapang di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam 

rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

 

1.2    Struktur Organisasi  

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ketapang  yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Ketapang dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Ketapang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang. 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan dan 

membawahi satu  Sekretariat yang membawahi tiga Sub Bagian dan empat Bidang 

membawahi delapan Sub Bidang beserta staf fungsional umum, adapun  Struktur Organisasi 

di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
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1.3 Tugas dan Fungsi  

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang 

sebagai Instansi yang bertanggung jawab didalam pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Ketapang dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Ketapang mulai dari proses 

penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain 

pelaksanaan Pelayanan Administratif Dan Kegiatan Keuangan Daerah, Serta Pengelolaan 

Aset Daerah. 

 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Ketapang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 31 Tahun 2018 

sesuai ketentuan Peraturan Bupati Ketapang 65 Pasal 4 yang telah diubah bertugas yakni 

membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang. Berdasarkan tugas tersebut 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang mempunyai fungsi:   

a. Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD; 

b. Pengelolaan Keuangan Badan; 

c. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

d. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan Pemerintahan 

Daerah di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 

f. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di 

BidangPengelola Keuangan dan Aset Daerah; danPelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya; 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.  

Adapun pokok-pokok cakupan Tugas dan Fungsi Kepala Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah yang melekat pada unit-unit Eselon III, yaitu: 

a. Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelola keuangan, 

penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Ketapang; 

b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang anggaran; 

c. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perbendaharaan; 

d. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan di bidang akuntansi dan administrasi 

pelaporan; 

e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelola aset daerah. 
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Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan 

bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman 

penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan 

keuangan serta penataan aset SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan 

pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah, juga melakukan pembinaan 

dalam pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana 

Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset 

Pemerintah Kabupaten Ketapang. 

 

1.4 Isu-Isu Strategi  

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi 

pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang masih 

menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikkan 

dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan 

berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.  

 Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang makan peran BPKAD sangat penting dalam 

melakukan pembinaan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan dibidang keuangan 

lingkup Pemerintah Kabupaten Ketapang. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan 

dengan baik apabila tidak didukung sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi didukung sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten ketapang. 

Sejalan dengan itu, isu strategis yang dihadapi BPKAD adalah “Belum optimalnya 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,  dengan permasalahan yaitu Belum Optimalnya 

Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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1.5 Keadaan Pegawai  

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

di perlukan Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di BPKAD 

sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebanyak 61 Pegawai. 

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh badan Pengelolaan Keuangan dan 

dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas 

dinas berjumlah 61 orang dengan rincian : 

Tabel 1.1 
SDM Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang 

a. Pegawai menurut Golongan/Ruang adalah sebagai beikut: 

 

b. Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal adalah sebagai berikut: 

No TingkatPendidikan Jumlah (orang) 

1. S –2 (Pasca Sarjana) 16 

2. S –1(Sarjana) 24 

3. D–3 (Diploma Tiga) 8 

4. SLTA 13 

 

c. Pegawai menurut Eselon adalah sebagai berikut: 
 

No Eselonisasi Jumlah (orang) 

1. Eselon II 1 

2. Eselon III 5 
3 

. 

Eselon IV 11 

 

Adapun Sumber Daya Aparatur yang ada di lingkungan Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang yaitu sebagai berikut : 

No Golongan/Ruang Jumlah (orang) 

1.  Pembina Tk.I (IV/b) 1 

 

 

3.  Penata Tingkat I (III/d) 11  

 
4.  Penata (III/c) 15 

 

 

5.  Penata Muda Tingkat I (III/b) 14 

 
6.  Penata Muda (III/a) 13 

 
7.  Pengatur Tingkat I (II/d) 4 

 
8. 

 

 

 Pengatur (II/c) 1 

 
9. 

 

 

 

 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 2 
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                           DAFTAR URUT KEPANGKATAN  PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH   

                             BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
 

                          TAHUN 2020  
 

                

NO. NAMA NIP 

PANGKAT 
MASA 
KERJA 

JABATAN 
LATIHAN 
JABATAN 

PENDIDIKAN 
TEMPAT, 

TGL,BL & TH 
LAHIR 

MUTASI  KET 

GOL 
RUANG 

TMT TH BL NAMA JABATAN TMT 
NAMA 
DIKLAT 

TAHUN IJAZAH 
LULUS 

TH 
   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1 ALEXANDER WILYO, S.STP. M.Si. 19790802 199802 1 001 IV / b 
01/04
/2019 

17 06 
Kepala Badan 
Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah 

03/01/
2017 

DIKLAT 
PIM  II  

2019 M. Si. 2005 
Ketapang,   

02-08- 1979 
  

  
 

2 WAHYUDIN, SE. M.E. 19750712 199403 1 001 III / d 
01-04-
2018 

19 01 
Sekretaris Badan  
Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah 

07/01/
2020 

-   M.E. 2012 
Ketapang,   

12-07-1975 
     

3 EKO HARFIYANTO, ST 19780430 200502 1 001 III / d 
01-04-
2017 

12 02 
Kepala Bidang 
Anggaran 

07/01/
2020 

- - ST. 2001 
Pontianak,   
30-04-1978 

     

4 TARSIUS, S. ST.,M.A.P. 19730621 199703 1 002 III / d 
01-04-
2018 

16 01 
Kepala Bidang 
Perbendaharaan 

03/01/
2017 

DiKLAT 
PIM  TK 
IV 

2010 M.A.P 2018 
Ketapang,   

21-06-1973 
  

  

 

5 AHMAD, SE.,M.Acc.Ak. 19750111 199803 1004 III / d 
01-04-
2018 

15 01 

Kepala Bidang 
Akuntansi dan 
Administrasi 
Pelaporan 

07/01/
2020 

DiKLAT 
PIM  TK 
IV 

2013 M.Acc.Ak. 2011 
Sinjai,          

27-04-1975 
     

6 JOHN LAY HERY, S.T.,M.T. 19760327 201001 1 006 III / c 
01-04-
2018 

8 03 
Kepala  Bidang Aset 
Daerah 

07/01/
2020 

    M.T. 2019 
Ketapang ,  
27-03-1976 

     

7 ELISABET, SE. .M.Si.. 19780114 199703 2 002 III / d 
01/04
/2017 

15 01 

Kepala Subidang 
Penatausahaan 
Penerimaan,Pembia
yaan dan Kas 
Daerah 

28/07/
2017 

    M. Si. 2014 
Sanggau,     

14-01- 1978 
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8 HASAN BASRI, S. IP.,M.E. 19710714 199303 1 005 III / d 
01-04-
2018 

20 01 

Kepala Subbidang 
Penghapusan dan 
Pelaporan Aset 
Daerah 

06/01/
2017 

-   M.E. 2018 
Ketapang,   

14-07-1971 
     

9 TEDDY SAFRUDIN,S.IP. 
 19880915 200701 1 

003 
III / d 

01/10
/2019 

10 00 
Kepala Subbidang  
Evaluasi dan 
Verifikasi Anggaran 

11/01/
2019 

- - S.IP 2009 
Ketapang,   

15-09-1988 
     

10 RUSTAM EFFENDI, S.ST. 19790509 199903 1 001 III / d 
01/10
/2020 

16 07 

Kepala Subbidang  
Pelaporan dan 
Pertanggungjawaba
n Keuangan 

11/01/
2019 

- - S.ST 2008 
Ketapang,   

09-05-1979 
  

  

 

11 PRIMA FEBRIA PRISLYAWAN, ST. 
 19800229 200502 1 

003 
III / d 

01/10
/2020 

10 08 
Kepala Subbidang 
Pengelolaan Aset 
Daerah 

28/07/
2017 

DiKLAT 
PIM  TK 
IV 

2013 ST 2004 
Ketapang,    

29-02- 1980 
     

12 JAMIL, SE. M.E. 19720211 199403 1 005 III / c 
01/10
/2017 

18 07 
Kepala Subbidang 
Penyusunan 
Anggaran 

06/01/
2017 

- - M.E. 2015 
Rambayana, 
11-02-1972 

  

  
 

13 LUHUR FARAYTODI , S.Sos.,M.AP. 19790922 201001 1 006 III / c 
01-04-
2018 

14 06 
Kepala Subbagian 
Umum dan 
Kepegawaian  

07/01/
2020 

- - M.A.P. 2018 
Ketapang,   

22-09-1979 
     

14 IWAN KUSNADI, SE..M.E. 19750702 199903 1 006 III / c 
01-04-
2018 

` 01 
Kepala Subbidang  
Akuntansi 

11/01/
2019 

- - M.E. 2015 
 Manis Mata, 
02 -06- 1975 

  

  

 

15 MUHADI, S.Ip, M.E 19671125 200003 1 002 III / c 
01-04-
2018 

13 01 
Kepala Subbidang 
Penata Usahaan 
Belanja 

06/01/
2017 

- - M.E. 2014 
Tuban,        

25-11-1967 
  

  
 

16 JESSICA ANGGRAINI,SE.,MM. 19850328 200903 2 005 III / c 
01/04
/2018 

09 01 
Kepala Subbagian 
Penyusunan 
Program 

11/04/
2019 

    MM. 2008 
Pontianak,  

28-03- 1985 
  

  
 

17 FRANSISKA EMILIANA, S. IP. 19830115 200903 2 003 III / b 
01/04
/2019 

11 05 
Kepala Subbagian 
Keuangan 

25/10/
2019 

- - S.IP. 2014 
Ketapang,   

15-01-1983 
  

  

 

18 SITI CHAIRUNISYAH LUBIS, S.KOM 

19750413 200502 2 004 
 

 

 

 

III / d 
01-04-
2017 

12 02 

Pengolah Data 
Perbendaharaan 
Subbid 
Penatausahaan 
Penerimaan, 
Pembiayaan dan 
Kas Daerah 

01/01/
2020 

- - S.Kom 1999 
Medan,       

13-04-1975 
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19 ENI SUHARTATI, SE. 19690929 199003 2 012 III / d 
01/10
/2017 

22 07 

Analis Standar 
Harga Subbid 
Pengelola Aset 
Daerah 

01/01/
2020 

- - SE. 2016 
Ketapang,   

29-09-1969 
  

  

 

20 SARIF EFFENDI, A.Md 19640202 199001 1 001 III / c 
01/04
/2015 

20 03 

Pengolah Data 
Perbendaharaan 
Subbid 
Penatausahaan 
Belanja 

01/01/
2020 

- - A.Md 1989 
Ketapang,   

02-02-1964 
  

  

 

21 HADY APRIANSYAH, ST 19820417 200903 1 003 III / c 
01-04-
2017 

08 01 

Pengelola Data 
Pelaksanaan 
Program dan 
Anggaran Subbid 
Penyusunan 
Anggaran 

01/01/
2020 

- - ST. 2005 
Surabaya,   

17-04-1982 
  

  

 

22 SURYANTO, SE.,MM. 19711018 199603 1 003 III / c 
01/10
/2017 

16 07 
Analisis Jabatan 
Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

01/01/
2020 

- - MM. 2018 
Cisaga-Ciamis,    

18-10-1971 
  

  
 

23 MULYADI JAMHARI, S.Sos.MM. 19760615 201001 1 003 III  / c 
01-04-
2018 

13 09 

Pengelola Barang 
Milik Negara Subbid 
Pengelolaan Aset 
Daerah 

01/01/
2020 

- - MM. 2018 
Ketapang,   

15-06-1976 
  

  

 

24 EKO WIDIANAR, SE 19650904 199502 1 001 III / c 
01/04
/2019 

29 00 

Pengolah Data 
Perbendaharaan 
Subbid 
Penatausahaan 
Belanja 

01/01/
2020 

- - SE. 2010 
Tanggerang, 
04-09-1965 

  

  

 

25 AGUS KURNIAWAN, SE. M.Si 19760823 199903 1 002 III / c 
01/04
/2019 

15 01 

Verifikator Data 
Laporan Keuangan 
Subbid Pelaporan 
dan 
Pertangungjawaban 
Keuangan 

01/01/
2020 

- - M. Si. 2014 
Ketapang,   

23-08- 1976 
  

  

 

26 ELIYANTI, SE. 19760327 200212 2 002 III / c 
01/04
/2019 

14 06 
Pegelola Keuangan 
Subbid Penyusunan 
Anggaran 

01/01/
2020 

- - SE. 2010 
Tumbang Titi, 
27-03- 1976 

  

  
 

27 UTI AISAL IBADI, S.Sos 19750924 200801 1 006 III / c 
01/04
/2019 

11 01 
Pengelola 
Monitoring dan 
Evaluasi Subbag 

01/01/
2020 

- - S.Sos. 2002 
Ketapang,   

24-09-1975 
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Penyusunan 
Program 

28 NURDIANSYAH, S.Sos. 19850828 200604 1 006 III / c 
01/04
/2019 

08 00 

Analis  Klasifikasi 
Barang Subbid 
Penghapusan dan 
Pelaporan Aset 
Daerah 

01/01/
2020 

- - S.Sos. 2011 
Ketapang,   

28-08-1985 
  

  

 

29 YUHARTINI 19631222 198510 2 001 III / b 
01/10
/2005 

17 02 
Pengeola  Keuangan 
Subbid Akuntansi 

01/01/
2020 

- - SMA  1983 
Ketapang,   

22-12-1963 
  

  

 

30 ANSHARI 19621228 198403 1 009 III / b 
01/04
/2007 

18 01 

Pengelola Keuangan 
Subbid 
Penatausahaan 
Belanja 

01/01/
2020 

- - SMA  1982 
Sukamara,   
28-12-1962 

  

  

 

31 HJ. ERVANI MASITHA 19690223 198908 2 001 III / b 
01/10
/2009 

15 02 
Pengelola Data 
Subbid Pengelolaan 
Aset Daerah 

01/01/
2020 

- - SMA 1988 
Ketapang,   

23-02-1969 
  

  

 

32 NURHAYATI 19680210 199203 2 009 III / b 
01/04
/2011 

14 01 

Pengelola Laporan 
Keuangan Daerah 
Subbid Pelaporan 
dan 
Pertangungjawaban 
Keuangan 

01/01/
2020 

- - SMEA 1989 
Ketapang,   

10-02-1968 
  

  

 

33 NURSIAH, A.MA. 19741112 199703 2 003 III / b 
01/04
/2013 

14 01 
Pengelola Keuangan 
Subbag Keuangan  

01/01/
2020 

    A.MA. 1995 
Ketapang,   

12-11-1974 
  

  

 

34 SURIANSYAH 19640414 199503 1 003 III / b 
01/04
/2015 

23 00 

Pengadministrasi 
Umum Subbag 
Umum dan 
Kepegawaian 

01/01/
2020 

- - SMA  1986 
 Ketapang,   

14 -04-1964 
  

  

 

35 MARNO, SE 19670617 198902 1 002 III / b 
01-04-
2017 

17 02 
Verifikator 
Keuangan Subbag 
Keuangan 

01/01/
2020 

- - SE. 2012 
Purbalingga, 
17-06-1967 

  

  
 

36 MIDA YUNANTO, SE 19780510 200604 1 007 III / b 
01-04-
2017 

09 00 

Analis 
Perbendaharaan 
Subbid 
Penatausahaan 
Penerimaan, 
Pembiayaan dan 
Kas Daerah 

01/01/
2020 

- - SE. 2012 
Bantul,         

10 Mei 1978 
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37 SILPIUS IPO DORESSA, SE..,M.A.P. 19830413 200312 1 003 III / b 
01-10-
2019 

10 10 
Pengolah Data 
Sistem Akutansi 
Subbid Akutansi 

01/01/
2020 

- - M.A.P 2019 
Palembang, 
13-04- 1983 

  

  
 

38 GUNAWANSYAH, SE 19790809 200701 1 014 III / b 
01/04
/2020 

14 07 

Pengelola Barang 
Milik Negara Subbid  
Pengelolaann Aset 
Daerah 

01/05/
2020 

- - SE. 2015 
Ketapang,    

09 -08- 1979 
1  MEI 
2020 

Mutasi  

39 AKHSANUL KHALIQIN, SE 19811127 200502 1 003 III / b 
01/04
/2020 

10 02 

Penyusunan 
Rencana Hasil 
Telaahan Usul 
Penghapusan 
Barang Subbid 
Penghapusan dan 
Pelaporan Aset 
Daerah 

01/01/
2020 

- - SE. 2015 
Ketapang,    

27 -11- 1981 
  

  

 

40 FRANS FEBRYAN, S.STP. 19940209 201609 1 002 III / b 
01/10
/2020 

04 01 

Analis Pelaksana 
Anggaran 
Subbidang 
Penyusunan 
Anggaran 

01/08/
2020 

- - S.STP. 2016 
Ketapang,   

09-02-1994 
01/08/ 
2020 

Mutasi  

41 ARIEF RACHMAN, S.STP. 19941021 201609 1 002 III / b 
01/10
/2020 

04 01 

Analis Pelaksana 
Anggaran 
Subbidang 
Penyusunan 
Anggaran 

01/12/
2020 

- - S.STP. 2016 
Ketapang,   

10-21-1994 
01/12/ 
2020 

Mutasi  

42 ONENG SURYATI, SE. 19771216 200701 2 014 III / a 
01-04-
2017 

13 09 

Pengelola Barang 
Milik Negara 
Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

01/01/
2020 

- - SE. 2016 
Pontianak,  
16-12-1977 

  

  

 

43 BENEDIKTUS WIBAWANTO, A.Md 19790911 200903 1 002 III / a 
01-04-
2017 

12 03 

Pengolah Pelaporan 
dan Evaluasi 
Pelaksanaan 
Kegiatan APBD 
Subbid Evaluasi dan 
Verifikasi Anggaran 

01/01/
2020 

- - A.Md  2001 
Ketapang,   

11-09- 1979 
  

  

 

44 ENA WIRABUANA, SE. 19811111 200212 2 002 III / a 
01-04-
2017 

09 04 

Pengelola Laporan 
Keuangan Daerah 
Subbid Pelaporan 
dan 
Pertangungjawaban 
Keuangan 

01/01/
2020 

- - SE. 2016 
Tebas,         

11-11- 1981 
  

  

 

45 RIECA DWI AGESTIANI, A.Md 19860812 200903 2 004 III / a 
01-04-
2017 

06 01 
Bendahara Subbag  
Keuangan 

01/01/
2020 

- - A.Md 2007 
Ketapang,   

12-08-1986 
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46 WILDAN PRATAMA PUTRA, SE.. 19860111 200604 1 006 III / a 
01-04-
2017 

06 00 

Analis 
Perbendaharaan 
Subbid 
Penatausahaan 
Belanja 

01/01/
2020 

- - SE. 2016 
Ketapang,   

11-01-1986 
  

  

 

47 HANDOKO, A.Md 19780101 199803 1 006 III / a 
01/10
/2017 

11 07 

Pengelola Keuangan 
Subbid 
Penatausahaan 
Belanja 

01/01/
2020 

- - A.Md 2008 
Magetan,   

01-01- 1978 
  

  

 

48 NORBETA SRI WAHYUNI, SE. 19750903 200312 2 002 III / a 
01-10-
2017 

08 10 

Analis 
Perbendaharaan 
Subbid 
Penatausahaan 
Penerimaan, 
Pembiayaan dan 
Kas Daerah 

01/01/
2020 

    SE. 2016 
Tumbang Titi, 
03-09-1975 

     

49 EKA RARA PUTRI, A.Md 19840606 200903 2 006 III / a 
01/10
/2017 

06 07 

Verifikatori 
Keuangan Subbid 
Evaluasi dan 
Verifikasi Anggaran 

01/01/
2020 

- - A.Md 2006 
Ketapang, 06-

06-1984 
  

  

 

50 HUSIN 19660120 199003 1 008 III / a 
01/10
/2018 

17 07 

Pengelola Keuangan 
Subbid 
Penatausahaan 
Belanja 

01/01/
2020 

    SMEA 1985 
Ketapang, 20-

01-1966 
  

  

 

51 UTI MARWANSYAH, A.Md 19830826 201001 1 011 III / a 
01/10
/2018 

06 09 

Pranata Komputer 
Trampil Subbid 
Penatausahaan 
Belanja 

01/01/
2020 

- - A.Md 2008 
Ketapang,  26-

08- 1983 
  

  

 

52 SUMALIA,SE. 19740823 200212 2 005 III / a 
01/04
/2019 

11 04 

Pengeola Keuangan 
Subbid 
Penatausahaan 
Belanja 

01/01/
2020 

- - SE. 2019 
Ketapang, 23-

08-1974 
  

  

 

53 MARLINA, A.Md 19780507 200312 2 007 III / a 
01/04
/2020 

18 11 

Pengolah Data 
Perbendaharaan 
Subbid 
Penatausahaan 
Penerimaan, 
Pembiayaan dan 
Kas Daerah 

01/01/
2020 

    A.Md. 2012 
Ketapang, 07-

05-1978 
  

  

 

54 PAULINUS, S.M. 19730208 199803 1 008 III / a 
01/04
/2020 

17 01 

Pengelola Data 
Pelaksanaan 
Program dan 
Anggaran Subbid 
Penyusunan 
Anggaran 

01/01/
2020 

- - S.M. 2019 
Ketapang, 08-

02-1973 
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55 AMRIL HIDAYAT 19810121 200604 1 015 II / d 
01-04-
2018 

21 00 

Pengadministrasi 
Umum Subbag 
Umum dan 
Kepegawaian 

01/01/
2020 

- - SMA/ 2004 
Kediri, 21-01-

1981 
  

  

 

56 NURUL HAYATI, A.Md. 19881225 201503 2 005 II / d 
01/04
/2019 

07 01 

Verifikator Data 
Laporan Keuangan 
Subbid Pelaporan 
dan 
Pertanggungjawaba
n Keuangan 

01/01/
2020 

- - A.Md 2010 
Ketapang,  25 

-12-1988 
  

  

 

57 RINNY SETIYAWATI 19800505 200701 2 030 II / d 
01/04
/2020 

19 03 

Pengelola Data 
Pelaksanaan 
Program dan 
Anggaran Subbid 
Penyusunan 
Anggaran 

01/02/
2020 

- - SMU 
21/06
/1905 

Singkawang,  
5 -05-1980 

  

  

 

58 ERNA HERAWATI 19750205 200801 2 013 II / d 
01/04
/2020 

18 03 

Pengelola Keuangan 
Subbid 
Penatausahaan 
Belanja 

01/01/
2020 

- - SMA 1994 
Ketapang,  05-

02- 1975 
  

  

 

59 LILIEK KUSUMA WARDHANI 19810117 200903 2 006 II / c 
01/04
/2017 

12 03 

Pengolah Data 
Perbendaharaan 
Subid 
Penatausahaan 
Belanja  

01/01/
2020 

- - SMA 1999 
Ketapang,  17 

-01- 1981 
  

  

 

60 JURAIDI 19670601 201212 1 004 II / b 
01-04-
2017 

12 03 

Pengolah Data 
Perbendaharaan 
Subbid 
Penatausahaan 
Belanja 

01/01/
2020 

- - SMA 1986 
 Pontianak, 
01-06-1967 

  

  

 

61 BUDI SETIAWAN 19811231 201407 1 004 II / b 
01/04
/2020 

16 03 

Verifikator 
Keuangan Subbid 
Evaluasi dan 
Verifikasi Anggaran 

01/01/
2020 

- - 
Madrasah 

Aliyah 
1999 

Ketapang, 31 -
12- 1981 
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1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana 

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi 

meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat 

transportasi. Kondisi sarana prasarana di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Ketapang sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja. 

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana 

dan prasarana yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Ketapang dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 1.3  

Pendataan barang Inventaris BPKAD Kab. Ketapang Tahun 2020 

No 

Urut  
Kode Barang 

Nama / Jenis 

Barang 

Jumlah 

Barang 

Nomor 

Register 
Merk / Type 

Tahun 

Pembelian 

Asal usul 

cara 

perolehan 

            Semester I 2020           

                        

01           Almari 03 bh Futura 2020 APBD 

02 02 06 01 04 04 Filling kabinet 02 bh Futura 2020 APBD 

03 02 06 02 04 03 AC 02 bh Sharp 2020 APBD 

04 02 06 02 04 03 AC 01 bh Sharp 2020 APBD 

05 02 06 02 04 01 Kulkas 01 bh Sharp 2020 APBD 

06           Tirai 24 bh   2020 APBD 

07           Bunga Hias 38 bh   2020 APBD 

08 02 06 03 02 03 Komputer PC 01 bh Asus 2020 APBD 

09 02 06 03 02 03 Komputer Notebook 11 bh Lenovo 2020 APBD 

10 02 06 03 04 08 Printer Injet 3 in 1 2 bh Epson 2020 APBD 

11 02 06 03 04 08 Printer PCS Wifi 3 bh Epson 2020 APBD 

12 02 06 03 04 08 Printer dotmetrik 1 bh Epson 2020 APBD 

13 02 06 03 04 08 Printer dotmetrik 1 bh Epson 2020 APBD 

14 02 06 03 04 08 Printer Toner 1 bh Epson 2020 APBD 

15 02 06 03 04 08 Printer 3 in 1 Infus F4 2 bh Epson 2020 APBD 

16           Scaner 1 bh Epson 2020 APBD 
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17           Kamera 1 bh Sony 2020 APBD 

18           Kamera 1 bh   2020 APBD 

19           Proyektor 1 bh   2020 APBD 

20           Soundsystem 1 bh   2020 APBD 

21 02 06 02 06 03 Televisi 1 bh Sharp 2020 APBD 

22 02 06 02 06 03 Televisi 2 bh Sharp 2020 APBD 

23           Laserdistance 1 bh Leka 2020 APBD 

24           Meja kerja 1/2 biro 5 bh   2020 APBD 

25 02 06 04 03 07 Meja rapat 01 bh   2020 APBD 

26 02 06 04 03 07 Kursi kerja staf 07 bh   2020 APBD 

27           Kursi rapat 21 bh   2020 APBD 

28           Connector 01 set   2020 APBD 

29           Patok batas Tanah 200 btg   2020 APBD 

            Semester 2 2020           

30           Horden  29 meter   2020 APBD 

31           Meja Outdor 01 buah Dhaugiri 2020 APBD 

32           Kursi outdor uk.kecil 04 buah Eiger 2020 APBD 

33           
Kursi outdor 
uk.sedang 

04 buah Dhaugiri 2020 APBD 

34           Kursi outdor uk.besar 01 buah Dace 2020 APBD 

35           Velbed uk.sedang 10 buah Eiger 2020 APBD 

36           Velbed uk.besar 01 buah Dace 2020 APBD 

37           Alat masak lapangan 01 set   2020 APBD 

38           Tenda Regu 01 set Dace 2020 APBD 

39 02 06 02 04 03 
Air Conditioner Split 2 
PK 

01 unit Sharp 2020 APBD 

40           Kulkas/Showcase 01 unit Sharp 2020 APBD 

41           CCTV   02 unit   2020 APBD 

42           LCD Proyektor 01 unit Infocus 2020 APBD 

43 02 06 03 02 03 Notebook 01 unit Lenovo 2020 APBD 

44 02 06 03 04 08 Printer 03 buah epson 2020 APBD 

45           Rak televisi 01 buah   2020 APBD 

46           Drone 01 unit DJI 2020 APBD 

47 02 06 02 06 03 Smart TV LED 42" 02 unit Sharp 2020 APBD 

48 02 06 02 06 03 TV LED 50 " 01 unit Sharp 2020 APBD 

49 02 06 02 06 03 Televisi 01 unit Polytron 2020 APBD 
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50 02 03 01 01 04 HILUX 01 unit Toyota/Type G 2020 APBD 

51           KLX 04 buah Kawasaki 2020 APBD 

52           CRF 02 buah Honda 2020 APBD 

53           Scanner 03 unit Fujisu 2020 APBD 

54           Jaringan Komputer 01 unit   2020 APBD 

55           Router 01 unit   2020 APBD 

56           Jaringan Komputer 01 unit   2020 APBD 

57           Patok batas Tanah 125 btg   2020 APBD 
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1.7 Keuangan  

Sesuai dengan Peraturan Dasar tentang APBD Tahun Anggaran 2015, dan dokumen 

Pelaksanaan  Anggaran (DPA) APBD tahun 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang Tahun 2020 menjadi Alokasi Anggaran sebesar APBD 

Murni Rp. 35.740.107.708,00 Belanja Langsung Rp 25.825.114.332,00 dan Belanja Tidak 

Langsung Rp. 9.914.993.376,00 yang terdiri dari 6 Program dan 100 Kegiatan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang Tahun 2020.  

1.8 Sistematika LKjIP 

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN  

 Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Ketapang Potenso yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika 

penulisan LKjIP.  

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Pada Bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian 

kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin 

diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan 

capaian visi dan misi Kepala Daerah. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis 

akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis 

pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan 

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.  

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi 

anggaran bagi pelaksana tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka 

mencapai sasaran organisasi yang telah di tetapkan, termasuk analisis tentang capaian 

indikator kinerja dan efisiensi. 

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah. Inovasi dimaknai 

sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada 
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maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai 

tembah output kegiatan yang berkualitas.  

BAB IV PENUTUP 

Pada Bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang 

keberhasilan/kegagalan, permasalaahan dan kendala utama yang berkaitan dengan 

kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.  
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

2.1     Rencana Strategis 

Memasuki Tahun 2020, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Ketapang  menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Ketapang merupakan manifestasi komitmen Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Ketapang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2016-

2021. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari 

kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode 

sebelumnya (2011-2016). 

RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang merupakan dokumen landasan atau 

acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima 

tahun. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 

lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan 

kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang yang harus 

dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.  

 

2.1.1. Visi dan Misi 

Visi Bupati Ketapang 2016-2021 yaitu “Kabupaten Ketapang yang Maju Menuju 

Masyarakat Sejahtera”, yang diarahkan untuk membawa Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Ketapang menjadi suatu organisasi perangkat daerah yang dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya guna mendorong terlaksananya kepemerintahan yang 

baik. 

Perumusan Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang 

ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas 

dan fungsinya membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian 

administratif terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 
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2.1.2. Tujuan dan Sasaran OPD 

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam periode waktu 2016-2020, sebagai berikut: 

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional, Tertib 

dan Akuntabel” 

Tujuan tersebut sebagai upaya yang dilakukan untuk mengawal pencapaian dari Visi 

dan Misi Bupati Ketapang 2016-2021 yaitu “Kabupaten Ketapang yang Maju Menuju 

Masyarakat Sejahtera”, yang diarahkan untuk membawa Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Ketapang menjadi suatu organisasi perangkat daerah yang dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya guna mendorong terlaksananya Misi 1 “Melaksanakan 

Kepemerintahan Yang Baik”. 

Penetapan sasaran mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada 

penyusunan kegiatan agar lebih bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan mempunyai 

jangka waktu pelaksanaan. Untuk itu BPKAD Kabupaten Ketapang telah menetapkan sasaran 

yang ingin dicapai dalam peride waktu 2016-2021 sebagai penjabaran dari tujuan diatas, yaitu 

Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kuangan Daerah. 

 

 

Tabel 2.1 

Tujuan dan Sasaran BPKAD 

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

1 2 3 

Terwujudnya Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah 

yang Profesional, Tertib dan 

Akuntabel 

Meningkatkan Kualitas 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Opini Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 
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2.1.3.  Strategi dan Arah Kebijakan  

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif. Strategi 

diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi yang diterapkan oleh Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut : 

1. Melaksanakan Penyusunan Dokumen KUA/PPAS, rancangan dan Penetapan RAPBD 

tepat waktu;  

2. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah.; 

3. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban dan Pelaporan APBD. 

4. Meningkatkan  Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai 

tujuan. Adapun arah kebijakan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Ketapang dalam 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sesuai dengan strategi tersebut di atas adalah 

sebagai berikut :  

1.  Tersedianya Estimasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, 

Dokumen dan Peraturan tentang pedoman Penyusunan APBD, verifikasi RKA SKPD 

tepat waktu, standar biaya dalam penyusunan RAPBD dan RKA SKPD sesuai dengan 

ketentuan; 

2.  Terlaksananya Penerbitan SP2D, Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja 

pada kas Daerah dan Penyusunan laporan bersumber dari Dana Perimbangan; 

3.    Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Laporan 

Operasional dan Catatan Laporan Keuangan Sesuai dengan ketentuan dan Tersusunnya 

Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD; 

4.  Terwujudnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pengelola Barang Milik Daerah dan 

Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan Akuntabel. 
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Tabel 2.2 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD 

Visi : “Kabupaten Ketapang yang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”, 

Misi 1 : “Melaksanakan Kepemerintahan Yang Baik” 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1 2 3 4 

Terwujudnya 
Pengelolaan Keuangan 
yang Profesional, 
Tertib dan Akuntabel 

Meningkatnya 
Kualitas 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

Melaksanakan 
Penyusunan Dokumen 
KUA/PPAS, rancangan 
dan Penetapan RAPBD 
tepat waktu 

 
 
 
 
 

Tersedianya Estimasi Pendapatan 
Daerah, Belanja Daerah dan 
Pembiayaan Daerah, Dokumen dan 
Peraturan tentang pedoman 
Penyusunan APBD, verifikasi RKA 
SKPD tepat waktu, standar biaya 
dalam penyusunan RAPBD dan RKA 
SKPD sesuai dengan ketentuan. 

 

Melaksanakan 
Penyusunan Dokumen 
Penatausahaan 
Keuangan Daerah. 

 

 

Terlaksananya Penerbitan SP2D, 
Rekonsiliasi dan Pelaporan 
Pendapatan dan Belanja pada kas 
Daerah dan Penyusunan laporan 
bersumber dari Dana Perimbangan. 
 

Melaksanakan 
Penyusunan Dokumen 
Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan APBD. 

Tersusunnya Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca Daerah, Laporan 
Arus Kas, Laporan Operasional dan 
Catatan Laporan Keuangan Sesuai 
dengan ketentuan dan Tersusunnya 
Rancangan Perda tentang 
Pertanggungjawaban APBD. 

Meningkatkan  Kualitas 
Pengelolaan Barang Milik 
Daerah. 

Terwujudnya Kompetensi Sumber 
Daya Aparatur Pengelola Barang Milik 
Daerah dan Terlaksananya 
Pengelolaan Barang Milik Daerah 
yang tertib dan Akuntabel. 
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2.2  Perjanjian Kinerja Tahun 2020  

Keseluruhan rencana kerja, indikator dan pendanaan dijadikan perjanjian kinerja  atau 

semacam kontrak kerja. Program, kegiatan, indikator dan target kinerja BPKAD Kabupaten 

Ketapang dijabarkan dalam suatu rencana kerja yang bertujuan untuk mencapai sasaran 

program yang telah ditetapkan yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai 

sasaran sesuai program yang telah ditetapkan, indikator dan pendanaanya yang harus 

dipertanggungjawabkan di akhir tahun anggaran.  

Sebagai bentuk salah satu evaluasi dan pertanggunjawaban atas capaian perjanian 

kinerja tersebut, disusunlah laporan kinerja BPKAD Kabupaten Ketapang yang disampaikan 

oleh kepala Badan  kepada Bupati Ketapang. 

Adapun perjanjian kerja BPKAD Kabupaten Ketapang tahun 2020 adalah Sebagai 

Berikut: 

 

 

Tabel 2.3  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

No. 

 

SASARAN STRATEGIS 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

 

TARGET 

1. Meningkatnya Kualitas 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

- Opini Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah  

WTP 

 

 

2.3  Rencana Anggaran Tahun 2020 

Pada Tahun Anggaran 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Ketapang melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD Murni 

Rp. 35.740.107.708,00 Belanja Langsung Rp 25.825.114.332,00 dan Belanja Tidak Langsung 

Rp9.914.993.376,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2020 menjadi APBD-P Rp. 

35.936.351.000,48 dengan Belanja Langsung Rp. 25.933.250.137,35 dan Belanja Tidak 

Langsung Rp. 10.003.100.863,13. 
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2.3.1 Target Belanja OPD 

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Ketapang menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp  

35.936.351.000,48 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 10.003.100.863,13 

dan Belanja Langsung sebesar Rp 25.933.250.137,35.  

 

Tabel. 2.4 
Target Belanja BPKAD Pada Perubahan APBD TA. 2020 

 
No. URAIAN TARGET PERSENTASE 

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 10.003.100.863,13 28 % 

2. Belanja Langsung Rp. 25.933.250.137,35 72 % 

 JUMLAH Rp. 35.936.351.000,48  100 % 

 

 

 

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 

Anggara belanja langsung Tahun 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Ketapang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai 
berikut :    

Tabel 2.5 
             Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis BPKAD Kab. Ketapang 

No. Sasaran Strategis  Anggaran Persentase Keterangan 

1 2 3 4 5 

1. 
Meningkatnya Kualitas 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

 Rp   15.602.608.703,60 43% 
Program 
Utama 

3. Program Pendukung  Rp   10.330.641.434,15 29% 
Program 

Kesekretariatan 

4. Belanja Tidak Langsung  Rp   10.003.100.863,13 28% 
Belanja 
Pegawai 

Jumlah  Rp   35.936.351.000,48 100%   
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1.4   Instrumen Pendukung 

Dalam Rangka mencapai target kinerja tahun 2020, digunakan instrumen-

instrumen pendukung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPKAD telah 

membangun beberapa aplikasi system aplikasi antara lain: 

2.4.1 SimplayKD/ SIKUAT 

Simply-KD atau Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ketapang 

(SIKUAT) merupakan sistem aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis akrual 

untuk melakukan proses penganggaran, penatausahaan keuangan daerah, pelaporan 

keuangan serta penatausahaan aset daerah. Aplikasi ini terintegrasi/support dengan 

Aplikasi SINERGI dan SIMPATIK SIKD berfungsi untuk mengirimkan Informasi/laporan 

Keuangan Daerah ke Kementerian Keuangan RI.  Dibangun Tahun 2016 dan mulai 

diterapkan Tahun 2017 dengan terus dilakukan penyempurnaan hingga sekarang. 

Gambar 2.1 
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2.4.2 SiAbang  

SIABANG adalah Sistem Informasi Aset Kabupaten Ketapang, merupakan aplikasi 

yang berbasis web yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Ketapang,  sebagai upaya memberikan Informasi terkait Aset milik 

Pemerintah Kabupaten Ketapang, berbasis GIS. 

SIABANG dibangun untuk mengintegrasikan semua database aset yang berdasarkan 

data spasial dalam mengoftimalkan fungsi pendelegasian.  

Gambar 2.2 
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2.4.3 Aplikasi e-Hibah 

Aplikasi e-Hibah merupakan aplikasi berbasis web untuk memfasilitasi 

badan/Lembaga/Kelompok Masyarakat melakukan pendaftaran hibah dan bansos 

secara online.http://e-hibah.ketapangkab.go.id/. dilaunching Pada 4 Desember 2018, 

dan diberlakukan Efektif Sejak Januari 2019 Untuk Penyusunan R-APBD 2020,  dan 

mengacu kepada Peraturan Bupati Ketapang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan 

serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang. 

Gambar 2.3 

 

 

  

http://e-hibah.ketapangkab.go.id/
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2.4.4 Silakan 

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SILAKAN) merupakan aplikasi berbasis web 

yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang sebagai 

upaya untuk memberikan pelayanan keuangan yang Profesional, Tertib dan Akuntabel. 

Dibangun pada tahun 2018 dan Launching pada 4 Desember 2018Diberlakukan efektif sejak 

Januari 2019Dengan SILAKAN, setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang 

dapat dengan mudah mengetahui progres usulan penerbitan SPD, SP2D, DD dan ADDPada 

saat menyampaikan usulan berkas SPD, SP2D, DD dan ADD pada Ruang Pelayanan 

BPKAD, maka secara otomatis sistem akan mengirimkan pesan singkat (sms) yang berisikan 

kode registrasi kepada bendahara OPD.   http://bpkad.ketapangkab.go.id/silakan 

NotifikasiSMSDengan SILAKAN, setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Ketapang dapat dengan mudah mengetahui progres usulan penerbitan SPD, SP2D, DD dan 

ADD dengan melakukan tracking kode registrasi yang telah dikirim melalui sms. 

                                    Gambar 2.4 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

SILAKAN  

http://bpkad.ketapangkab.go.id/silakan
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AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1     Capaian Kinerja Tahun 2020.  

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 bahwa Visi Pembangunan yang 

ditetapkan untuk tahun 2016 – 2021 adalah : 

“Kabupaten Ketapang Yang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”. 

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Misi, yaitu: 

a. Melaksanakan Kepemerintahan yang Baik; 

b. Meningkatkan Infrastruktur Daerah; 

c. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat; 

d. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; 

e. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 

f. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kabupaten 

Ketapang dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan. 

 
Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas telah dirumuskan 6 (enam) Prioritas 

Pembangunan Daerah yaitu: 

a. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; 

b. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur secara Terpadu dan Merata; 

c. Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Daerah yang Unggul dan Bernilai Tambah 

Tinggi melalui Pengembangan Sektor dan Komoditas Unggulan di Setiap Desa dan 

Kecamatan; 

d. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Produktif; 

e. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 

f. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam diKabupaten 

Ketapang dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan. 

 

Dalam upaya mewujudkan Misi Kesatu : Melaksanakan Kepemerintahan yang Baik.; 

maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah Urusan Wajib Otonomi Daerah, 

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 

Persandian melalui program diantaranya adalah : 

1) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumbr Daya Aparatur; 

3) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 
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Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta dihubungkan dengan program 

pembangunan yang terkait dengan Urusan Wajib Otonomi Daerah terutama dalam bidang 

Administrasi Keuangan dan Aset Daerah, bahwa Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program 

Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah telah sejalan dan searah dengan Visi, Misi 

serta program pembangunan Pemerintah Kabupaten Ketapang. 

Penetapan program diatas dalam rangka mendukung program pembangunan 

Kabupaten Ketapang guna terwujudnya pelayanan prima dalam Pengelolaan Keuangan Dan 

Aset Daerah yang efektif, efisien, akuntabel, terarah dan terkendali untuk mendukung visi misi 

Bupati. 

Berlandaskan visi dan misi tersebut, BPKAD Kabupaten Ketapang telah merumuskan 

langkah-langkah secara terarah membentuk tujuan yang disusun berdasarkan hasil 

identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dan sasaran strategis yang 

menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada jangka pendek setiap tahun selama 5 

(lima) tahun ke depan. Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah dalam periode waktu 2016-2021, sebagai berikut:  

“Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional, Tertib 

dan Akuntabel”  

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus 

pada penyusunan kegiatan agar lebih bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, dan mempunyai 

jangka waktu pelaksanaan. Untuk itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Ketapang telah menetapkan sasaran stategis  yang ingin dicapai, yaitu: 

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Selanjutnya dalam melaksanakan  capaian Sasaran Strategis  yang tertuang dildalam 

Perjanjian Kinerja  BPKAD Kabupaten Ketapang dijabarkan pula dalam suatu Indikator Kerja 

Utama  yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dala Perjanjian  BPKAD 

Kabupaten Ketapang yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran 

kinerja  yang telah ditetapkan dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan 

kebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas). 

Indikator Kinerja yang digunakan dalam mengukur Kinerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), meliputi Input, Output, dan Outcome. Penetapan 

Indikator Kinerja didasarkan pada pikiran yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan 

sasaran yangditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator Kinerja input yang 

digunkan adalah dana dengan satuan Rupiah.  Indikator Input yang lain merupakan masukan 

yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperti sumberdaya manusia yang 
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bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan kegiatan belum dapat diukur disebabkan keterbatasan data. Indikator Output 

bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang 

dihasilkan, Indikator Benefit dan Impact diidentifikasi pada saat dilakukan analisis pencapaian 

sasaran. Penetapan Indikator Kinerja beserta target capaian indicator kinerja ini mulai 

dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, digunakan indikator-indikator tertentu yang 

paling mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja. 

Pengukuran target kinerja dan sasaran strategis yang teah ditetapkan oleh BPKAD 

Kabupaten Ketapang, adalah dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi 

kinerja. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang tahun 2019 adalah dengan rincian capaian sebagai 

berikut:  

        Tabel 3.1 

Capaian Kinerja Tahun 2020 

No. Sasaran Strategis  Indikator Kinerja Target Realisasi 

1 2 3 4 5 

1. 
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Opini Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

WTP WTP 

 

3.2     Evaluasi dan analisis capaian kinerja masing – masing sasaran strategis 

 Tahun 2020 merupakan tahun kedua dalam perencanaan jangka menengah sehingga 

terdapat penyesuaian sasaran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Ketapang  yang baru yaitu terwujudnya sasaran Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Daerah  yang berkualitas. Terwujudnya  sasaran Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

yang berkualitas dicapai melalui pelaksanaan program  dan kegiatan baik program  utama 

maupun program pendukung selama tahun anggaran 2020. Upaya yang dilakukan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang dalam rangka mendapatkan 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yaitu tertib administrasi keuangan/SPJ 

tepat waktu serta Pembinaan kepada Bendahara masing-masing OPD termasuk bendahara 

pemegang barang. Program–program yang  telah diselenggarakan antara lain sebagai berikut 

: 

1.  Program utama 

a. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 
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b. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 

2. Program Pendukung 

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 

b. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;  

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;  

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

Program  –  program  di  atas  masing -  masing  memberikan kontribusi/ dukungan 

terhadap pencapaian kinerja sasaran Tahun 2020. Dalam sub bab ini akan disajikan 

pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Ketapang yang  dicerminkan  dalam  capaian  Indikator  Kinerja, sebagaimana dalam tabel 

berikut : 

Tabel 3.2 
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 

 

No. Sasaran Strategis  Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 

1 2 3 4 5 6 

1. Meningkatnya Kualitas 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Opini Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

WTP WTP 100% 

 

3.2.1.  Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun anggaran 2020 

dapat terealisasi WTP dari target sehingga pada tahun ini secara umum telah tercapai, 

sebagaimana dalam tabel berikut : 

Tabel 3.3 
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

No. Sasaran Strategis  Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 

1 2 3 4 5 6 

1. Meningkatnya Kualitas 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

Opini Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

WTP WTP 100% 

  

Dalam proses mendapatkan WTP ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain, 

penyampaian laporan keuangan dari masing-masing OPD ada yang tidak tepat waktu dan 

keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD). Tantangan kedepan dalam upaya mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian 
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(WTP) terhadap pengelolaan keuangan Daerah dan Startegi dalam mempertahankan WTP 

pada tahun-tahun berikutnya yaitu: 

a. Pelaksanaan  Konsiyering Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD); 

b. Konsolidasi laporan keuangan pada masing-masing OPD setiap 6 (enam) bulan sekali; 

c. Melakukan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD); 

d. Melaksanakan Bimtek atau pembinaan Bendahara pengeluaran dan Bendahara 

penerimaan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD);  

e. Melakukan Pembaharuan/Update Sistem Aplikasi berkala sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan yang terbaru. 

3.3.  Realisasi Anggaran 

Pada Tahun Anggaran 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Ketapang melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBD Murni Rp. 

35.740.107.708,00 Belanja Langsung Rp 25.825.114.332,00 dan Belanja Tidak Langsung Rp 

9.914.993.376,00 dan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi Rp. 

35.936.351.000,48 dengan Belanja Langsung Rp. 25.933.250.137,35 dan Belanja Tidak 

Langsung Rp 10.003.100.863,13. Untuk melihat realisasi penyerapan anggaran sebagaimana 

tebel di bawah ini : 

Tabel. 3.4 
Target dan Realisasi Belanja BPKAD Pada Perubahan APBD TA. 2020 

No. URAIAN TARGET REALISASI PROSENTASE 

1. Belanja Tidak 

Langsung 

Rp.10.003.100.863,13 Rp. 8.437.878.509,00 84,35 % 

2. Belanja Langsung Rp.25.933.250.137,35 Rp.24.869.244.703,00 95,90 % 

 JUMLAH Rp.35.936.351.000,48 Rp.33.307.123.212,00 92,68 % 

 

Realisasi anggaran  belanja  pada  tahun  2020 sebesar Rp. 33.307.123.212,00 atau 

sebsar 92,68%, dengan rincian realisasi belanja langsung Rp. 24.869.244.703,00 (95.90%) 

dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp 8.437.878.509,00 (84,35%), dengan sisa anggaran 

yang tidak direalisasikan sebesar Rp 2.629.227.788,48 (7%) sisa belanja langsung Rp 

1.064.005.434,35 (4%) sisa belanja tidak langsung Rp 1.565.222.354,13 (16%) 

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran,  

pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 
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100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2020 telah mencukupi, dan terjadi efisiensi anggaran, 

dengan tetap memperhatikan target kinerja BPKAD pada tahun 2020. 

Selanjutnya penyesuaian transfer dari Pemerintah Pusat Tahun 2020 sisa dana DBH 

tidak disalurkan sehingga dilakukan penyesuaian terhadap beberapa kegiatan di lingkungan 

BPKAD dilakukan juga analisis terhadap efisiensi anggaran. Analisis efisiensi dihitung 

berdasarkan selisih serapan anggaran dengan persentase target serapan anggaran BPKAD, 

rata-rata capaian kinerja sebesar 99,63%, persentase serapan anggaran sebesar 89,97 %,  

dan tingkat efisiensi sebesar 10,03%. 
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Tabel. 3.5 
Target dan Realisasi Belanja BPKAD Pada Perubahan APBD Serta Analisis Efisiensi TA. 2020 

No. Uraian Sasaran Strategis  
Indikator 
Kinerja 

Anggaran Persentase Serapan Persentase 
Tingkat Efisiensi 

Keterangan 
Sisa Persentase 

1   2 3 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Belanja 
Langsung 

Meningkatnya 
Kualitas 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Opini Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah 

 Rp 15.602.608.703,60 43%  Rp  14.732.674.559,00 94.42%  Rp     869.934.144,60  6% Program Utama 

2. Program 
Pendukung 

  
 Rp 10.330.641.434,15 29%  Rp  10.136.570.144,00  98%  Rp     194.071.290,15  2% 

Program 
Kesekretariatan 

3. Balanja 
Tidak 

Langsung 

    
 Rp 10.003.100.863,13 28%  Rp  17,085,305,298.00  87.51%  Rp  1.565.222.354,13 12.49% Belanja Pegawai 

Jumlah  Rp 35.936.351.000,48 100%  Rp  33.307.123.212,00  92,68%  Rp  2.629.227.788,48 7%   
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BAB IV 

PENUTUP 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 ini merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) tahunan sebagai bahan evaluasi  dan transparansi yang memuat realisasi program 

dan kegiatan serta realisasi tercapainya IKU Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Ketapang tahun 2020 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten 

Ketapang serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui  RKPD 

Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2020.  

Pelaksanaan kegiatan di BPKAD Kabupaten Ketapang pada Tahun Anggaran 2020 

merupakan keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak, dan 

diharapkan dapat terus ditingkatkan. Hasil laporan kinerja BPKAD Kabupaten Ketapang tahun 

2020 dapat disimpulkan sebagai berikut : 

i. Dari analisis sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 

dengan indikator persentase tersedianya dokumen pengelolaan keuangan daerah, 

pada tahun anggaran 2020 dengan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP); 

ii. Serapan anggaran sebesar 89,97% dengan tingkat efisiensi sebesar 10,03%. 

 
Adapun dalam upaya mempertahankan WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap 

pengelolaan keuangan Daerah dan Strategi dalam mempertahankan WTP pada tahun-tahun 

berikutnya yaitu: 

f. Adanya perubahan Peraturan atas pengelolaan keuangan Daerah dengan terbitnya 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

g. Melakukan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD); 

h. Melaksanakan Bimtek terhadap ASN yang membidangi pengelolaan pada seluruh 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD);  

i. Melakukan Pembaharuan/Update Sistem Aplikasi berkala sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan yang baru. 

Selanjutnya langkah yang akan diambil untuk menjawab permasalahan tahun yang akan 

datang, antara lain dengan penetapan tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan 
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dilakukan melalui cascading RPJMD untuk memastikan konstribusi setiap program dan 

kegiatan terhadap sasaran BPKAD. 

Target Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020, adalah keterbukaan anggaran demi upaya 

menciptakan tranparansi yang merupakan upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten 

Ketapang, serta merupakan upaya untuk mengevaluasi proses pelaksanaan dan realisasi 

tahunan, sehingga  diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta 

berkelanjutan dari tahun ke tahun. 

 

 Ketapang,       Januari 2021 
 
 Kepala Badan Pengelola Keuangan 
 dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang, 
 
 

 
 

 ALEXANDER WILYO, S.STP., M.Si. 
 Pembina Tk. I 
 NIP. 19790802 199802 1 001 
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Lampiran I 

 

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 

1. Dasar Hukum Pemeriksaan 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara; dan 
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. 

2. Tujuan Pemeriksaan 

Tujuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 
Anggaran (TA) 2019 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable 
assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang 
material, sesuai dengan prinsip akutansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akutansi 
komprehensif selain prinsip akutansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan 
: 
a. Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP); 
b. Kecukupan pengungkapan; 
c. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan  
d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

3. Sasaran Pemeriksa 

Sasaran Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang TA 2019 meliputi 
pengujian atas: 
a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2019; 
b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) tahun 
2019; 

c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional (LO) dan 
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2019; 

d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK); 

e. Konsistensi penerapan prinsip akutansi dalam penyusunan laporan keuangan; 
f. Efektivitas desain dan implementasi SPI termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan 

sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan 
keuangan; dan  

g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan 
daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan. 
 
Pengujian atas laporan keuangan bertujuan untuk menguji semua aserasi manajemen 

dalam informasi keuangan, efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi: 

a. Keberadaan dan Keterjadian 

Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2019 

dan seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan 

dalam LRA TA 2019 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut sertas telah 

didukung dengan bukti-bukti yang memadai. 

 



39 
 

b. Kelengkapan 

Bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki telah dicatat dalam Neraca dan 

seluruh transaksi penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi 

selama Tahun 2019 telah disajikan dalam LRA. 

 

c. Hak dan Kewajiban 

Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam Neraca benar-benar dimiliki atau merupakan hak 

pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah 

pada tanggal pelaporan. 

 

d. Penilian dan Alokasi  

Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah 

disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya, diklarifikasikan sesuai standar/ketentuan 

yang telah diterapkan, dan merupakan alokasi anggaran Tahun 2019. 

 

e. Penyajian dan Pengungkapan  

Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai ketentuan dan telah 

diungkapkan secara memdai dalam CaLK. 

 

4. Standar Pemeriksaan 

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). 

 

5. Metode Pemeriksaan 

Metodologi pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang TA 2019 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, sebagai berikut: 

a. Perencanaan Pemeriksaan 

1) Pemahaman Entitas dan SPI 

Pemahaman atas entitas dan SPI diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan 

sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan pendahuluan, Catatan atas Laporan Keuangan 

yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta 

peraturan atau kebijakan tertulis/formal kepala daerah terkait. 

Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar 
hukum pendirian pemerintah kabupaten, kegiatan utama entitas termasuk sumber 
pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, penjabat terkait, dan kejadian 
luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa 
mengindentifikasi kelemahan-kelemahan signifikan atau area-area kritis yang 
memerlukan perhatian mendalam untuk: a) mengindentifikasi jenis potensi 
kesalahan; b) mempertimbangkan factor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji 
yang material; c) mendesain penguji SPI; dan d) mendesain prosedur pengujian 
subtantif. 
 

2) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya 
Pemeriksa mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan 

sebelumnya serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan yang diperiksa, terutama 

terkait dengan kemungkinan temuan-temuan pemeriksaan yang berulang dan 

keyakinan atas saldo awal akun pada Neraca yang diperiksa. 
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3) Penentuan Metode Uji Petik 

Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan professional pemeriksa 

dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain: 

a) Tingkat risiko. Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun 

lemah, maka sampel untuk pengujian substansif atas akun tersebut harus lebih 

besar. Jika akun-akun tertentu mempunyai risiko bawaan (inherent risk) yang lebih 

tinggi dari akun-akun tersebut harus lebih besar. 

b) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka 

sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya. Jumlah sampel 

tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-

transasi yang membentuk saldo tersebut; 

c) Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang 

besar. 

d) Biaya dan manfaat (cost and benefit). Manfaat uji petik atas suatu transaksi atau 

saldo akun harus lebih besar dari biaya pengujian tersebut. 

 

b. Pelaksanaan Pemeriksaan 

1) Pengujian Analitis 

Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan analisis data 

serta analisis rasio dan tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji 

petik. Analitis terinci diharapkan dapat membantu menemukan hubungan logis 

penyajian akun-akun laporan keuangan dan menilai kecukupan pengungkapan atas 

setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang di periksa, serta 

membantu menentukan area-area signifikan dalam pengujian SPI dan pengujian 

substantif atas transaksi dan saldo. 

 

2) Pengujian Pengendalian  

Pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan terhadap efektivitas 

desain dan implementasi SPI dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pengujian desain SPI, 

dilakukan evaluasi apakah SPI telah didesain secara memadai dan dapat 

meminimalisasi secara relative salah saji dan kecurangan. Semetara, pengujian 

implementasi SPI dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendali pada kegiatan 

atau transaksi yang dilakukan oleh entitas. Penguji SPI merupakan dasar pengujian 

substantif selanjutnya. 

 

3) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo 

Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan 

serta pengungkapannya dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut dilakukan 

setelah pemeriksa memperoleh laporan keuangan (unaudited) dan dilakukan untuk 

menyakini aserasi manajemen atas laporan keuangan, yaitu: a) keberadaan dan 

keterjadian; b) kelengkapan; c) hak dan kewajiban; d) penilian dan pengalokasian; 

serta e) penyajian dan pengungkapan.  
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4) Penyelesaian Penugasan 

Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dalam penyelesaian penugasan beserta 

formulir-formulir pelaporan pemeriksaan.  

 

c. Pelaporan Hasil Pemeriksaan  

Setelah melakukan pengujian terinci, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan 
disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 

6. Waktu Pemeriksaan  

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 38 (tiga puluh delapan) hari kalender, mulai 

tanggal 13 April s.d 20 mei 2020. 

 

7. Objek Pemeriksaan 

Pemeriksaan dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang TA 2019 

yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2019, LRA, LPSAL, LO, LAK, dan LPE untuk tahun 

yang berakhir pada tanggal tersebut, serta CaLK. 

 

8. Batasan Pemeriksaan 

 

Sebagai respon terhadap Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, 

BPK di seluruh Indonesia yang berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai 

BPK. Untuk mengantisipasinya, BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang sesuai SPKN dengan memperhatikan protokol 

Kesehatan yang berlaku dan mempertimbangkan prosedur alternatif. Pelaksanaan prosedur 

pemeriksaan yang memerlukan pertemuan fisik dibatasi dan mengoptimalkan penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi.  
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Lampiran II 

 Piagam Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2014 
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Lampiran III 

 Piagam Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2015 
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Lampiran IV 

 Piagam Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2016 
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Lampiran V 

 Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang 

Tahun Anggaran 2017 
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Lampiran VI 

 Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 

Anggaran 2018 
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Lampiran VII 
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 Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 

Anggaran 2019 
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